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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak, 

Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai 

Variabel Moderating Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

Pendekatan Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

asosiatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling 

Insidental. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 

wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji f, koefisien 

determinan, dan moderating regression analysis dengan menggunakan program 

IBM SPSS Versi 24.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial 

sanksi pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar 

pajak bumi dan bangunan, sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, dan 

pendapatan wajib pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang. Kemudian secara simultan Sanksi Pajak, Sosialisasi 

Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang. Dan Pengetahuan Perpajakan tidak dapat memoderasi 

antara pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak 

terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

 

Kata Kunci : Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan 

Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi 

Perpajakan, 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of tax sanctions, tax socialization, and 

taxpayer income on compiliance in paying land and building taxes with tax 

knowledge as a moderating variable in the Region Revenue Agency of Deli 

Serdang Regency. The research approach used in this study is an associative 

approach. The sampling technique used is random sampling. Data collection was 

carried out by distributing questionnaires to land and building taxpayers 

registered at the Deli Serdang Regency Regional Revenue Agency. The data 

analysis technique used in this study is the classical assumption test, multiple 

linear regression, t test, f test, determinant coefficient and moderating regression 

analysis using the IBM SPSS Version 24.0 program.The results of this study 

indicate that partially tax sanctions have a significant effect on compliance with 

paying land and building tax, tax socialization has a significant effect on 

compliance paying land and building tax, and taxpayer income has no significant 

effect on compliance paying land and building in the Regional Revenue Agency of 

Deli Serdang Regency. Then simultaneously Tax Sanctions, Socialization of 

Taxation and Taxpayer income have a significant effect on compliance with 

paying land and building tax at the Regional Revenue Agency of Deli Serdang 

Regency. And tax Knowledge cannot moderate the effect of tax Sanctions, tax 

socialization and taxpayer income on compliance in paying land and building tax 

at the regional revenue agency of Deli Serdang Regency. 

 

Keywords: Compliance in paying land and building tax, Tax 

Dissemination,Taxpayer Income, Tax Knowledge, Tax Sanction. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang berpedoman pada Undang-undang Dasar 

1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan pembangunan nasional yang 

ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hanya dapat tercapai 

jika ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dan diharapkan 

pembangunan berjalan sesuai dengan keinginan warga negara Indonesia. Di sisi 

lain, negara berkembang menuntut jumlah uang yang sangat besar dan sangat 

penting untuk memiliki sumber dana yang dapat diandalkan. Salah satu sumber 

dana terbesar adalah dari pajak(Andreas & Savitri, 2015). 

Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat 

jasa timbal balik ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan 

pajak hanya mencapai Rp 1.070,0 triliun atau 89,3% dari target APBN 2020 yang 

sudah diubah melalui Perpres 72/2020 senilai Rp 1.198,8 triliun. Realisasi pajak 

itu megalami kontraksi 19,7% dibandingkan tahun lalu(Kurniati, 2021).  

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 berdasarkan data dari 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, penerimaan pajak tahun 2021 melampaui 

target yaitu sebesar Rp 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN 2021 yang  

sebesar Rp 1.229,6 triliun. Pencapaian ini tumbuh 19,2% dari penerimaan ajak 

tahun 2020 yang sebesar Rp 1.070,0 triliun akibat pandemi Covid-19. 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah 

mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus 

rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Adanya otonomi daerah, 

membuat pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri.  

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022(Kementerian Keuangan 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022) “Sumber pendapatan yang 

dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber-sumber lain dari Pendapatan Asli 

Daerah yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Salah satu 

faktor yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan 

pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).  

Pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih dilakukan Official 

Assessment System dimana sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak 

dimana fiskus/petugas pajak yang diberikan kewenangan penuh untuk menghitung 

berapa besarnya hutang pajak(Saragih, 2014). Sistem ini dirasa tidak akan 

membuat wajib pajak merasa kebingungan dalam membayarkan pajaknya, karena 

wajib pajak hanya membayar pajak tanpa harus menghitung sendiri besaran nilai 

yang harus dibayarkan dan juga pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) 

dilakukan setahun sekali. 

Di Kabupaten Deli Serdang sendiri, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan 

kontribusi berupa penerimaan pajak yang cukup besar terhadap daerah. Oleh 
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karena itu dalam hal ini penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan harus optimal agar pendapatan asli daerah juga tidak mengalami 

penurunan, untuk mengoptimalkannya maka harus dilakukan penagihan pajak 

agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Namun tidak menutup 

kemungkinan juga terjadinya penunggakan-penunggakan pajak oleh wajib pajak 

dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan nya. Hal tersebut 

dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai 

dengan waktu yang telah di berikan sehingga berimbas kepada penurunan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Berikut Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Deli Serdang tahun 2017-2022 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah  

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021 
Tahun  Target  Realisasi  % 

2017 582.022.000.000 553.610.032.994 95,12 

2018 720.622.000.000 558.329.598.200 77,48 

2019 945.382.220.000 652.563.113.786 69,03 

2020 881.671.250.000 596.316.675.898 67,63 

2021 1.188.522.247.055 672.462.837.506 56,58 

 Sumber: Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang 

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pemungutan PBB dimlai pada tahun 

2017-2021. Sudah 5 tahun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan 

penerimaan dari sektor PBB, Namun dalam kurun waktu tersebut penerimaan dari 

sektor PBB dirasa belum optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 mengenai Target dan Realisasi Penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021. 
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Tabel 1.2 

Jumlah WP, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021 
Tahun  Jumlah Wajib Pajak Target  Realisasi  % 

2017 434.911 237.500.000.000 141.364.693.425 59,52 

2018 458.958 237.100.000.000 154.756.477.557 65,27 

2019 391.577 327.860.220.000 197.077.538.748 60,11 

2020 414.644 259.250.000.000 184.662.461.562 71,23 

2021 438.886 512.719.272.055 192.217.130.174 37,49 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan memiliki persentase berbeda pada setiap tahunnya. 

Persentase penerimaan PBB tertinggi selama 5 tahun terakhir terdapat pada tahun 

2020 mencapai 71,23% dengan nilai nominal Rp 184.662.461.562 yang mana 

masih belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan 

Daerah Deli Serdang. Akan tetapi pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2021 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat semakin jauh dari target 

yang telah di tetapkan yaitu dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp 

192.217.130.174 dengan persentase yang jauh dari sebelumnya juga yaitu hanya 

37,49% selisih 33,49% dari tahun sebelumnya yaitu 71,23% pada tahun 2020 dan 

penerimaan ini bahkan lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada 

tahun 2017, 2018 dan 2019. Menurut teori efektifitas jika persentase realisasi 

terhadap anggaran dikisaran 60% sampai 80% maka dikategorian kurang efektif. 

Jika dilihat dari jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan masih ada wajib 

pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan sehingga menyebabkan tidak tercapainya target pajak yang telah 

ditentukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target pajak 

adalah wajib pajak itu sendiri, hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang 
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kurang memahami atau tidak memiliki pengetahuan mengenai kewajiban 

perpajakannya(Ruansyah, 2017). 

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu 

dengan mengadakan sosialisasi yang terus menerus tentang perpajakan yang 

bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di 

Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang 

dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan 

masyarakat(Herryanto & Toly, 2013). Dengan adanya sosialisasi perpajakan 

diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi 

hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.  

Hal lain yang tak kalah penting adalah penegakan hukum yang ketat oleh 

aparat perpajakan berupa sanksi perpajakan jika wajib pajak terlambat atau tidak 

memenuhi kewajibannya. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan 

diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami 

sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang 

dilakukan ataupun tidak dilakukan(Winerungan, 2012). 

Serta faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

adalah pendapatan wajib pajak. Pendapatan atau penghasilan dapat di artikan 

dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu 

(bisa satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Faktor 

penghasilan atau pendapatan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak 

patuuh membayar pajak. Masyarakat yang miskin akan kesulitan membayar 
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pajak, oleh karena itu masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan 

pokoknya terlebih dahulu(Rahman, 2018). 

Dari hasil penelitian terdahulu (Utomo, 2011)menyatakan pengaruh sikap, 

kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan 

terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan 

merupakan hasil dari proses mencari tahu. Dalam proses mencari tahu ini 

mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan 

maupun melalui pengalaman. Dengan adanya pemahaman yang benar mengenai 

pajak, diharapkan dapt meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan 

kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak tepat waktu. 

pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib 

pajak. Pengetahuan dapat berasal dari pemahaman undang-undang perpajakan, 

sosialisassi media televisi, cetak maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat 

pajak maupun pejabat desa. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Ruansyah, 2017)meneliti tentang pengaruh 

pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli serdang. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajb pajak dan sanksi pajak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Khoiroh, 2017)meneliti tentang pengaruh 

sanksi, sosialisasi dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gandaria. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak berpengaruh 
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terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Sementara sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Berdasarkan latar belakang serta hasil penelitian sebelumnya, peneliti 

termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak, 

Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pengetahuan 

Perpajakan sebagai Variabel Moderating di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan masih belum mencapai target 

yang telah ditentukan. 

2. Ketidak percayaan masyarakat dengan penyaluran pajak yang telah 

dibayarkan. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada Objek Penelitian yang 

meliputi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan 

Daerah Deli Serdang. 
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1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka diperoleh 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang? 

2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang? 

3. Apakah Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang? 

4. Apakah Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak 

secara simultan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang? 

5. Apakah Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak 

secara simultan di moderasi oleh Pengetahuan Perpajakan berpengaruh 

Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 

Deli Serdang? 

1.5. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapuntujuandaripenelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengujiapakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang. 

2. Untuk menguji apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli 

Serdang. 



9 
 

 
 

3. Untuk menguji apakahPendapatan Wajib Pajakberpengaruh terhadap 

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli 

Serdang. 

4. Untuk menguji apakah Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan 

Pendapatan Wajib Pajaksecara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang. 

5. Untuk menguji apakah Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan 

Pendapatan Wajib Pajak di moderasi oleh Pendapatan Wajib Pajak secara 

simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kabupaten Deli Serdang. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak: 

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu 

yang diperoleh tentang perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta 

menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan. 

2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian yang 

selanjutnya. 

3. Bagi Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang, diharapkan penelitian 

ini dapat membantu upaya-upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Uraian Teori 

2.1.1. Pengertian Pajak  

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum(Hanum, 2018). 

Dari defenisi-defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

unsur: 

1. Iuran wajib rakyat kepada negara 

2. Dapat dipaksakan 

3. Berdasarkan undang-undang 

4. Tidak ada balas jasa atau kontra prestasi secara langsung 

5. Digunakan untuk kepentingan umum (pengeluaran pemerintah), untuk 

kemakmuran rakyat 

6. Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
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2.1.2. Fungsi Pajak 

Pajak memiliki tiga fungsi , yaitu: 

1. Fungsi Budgetair (Pengganggaran), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Regulerend (Mengatur) 

3. Fungsi Retribusi / pemerataan / penyalurann kembali. 

4. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kegiatan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contoh : Pajak 

yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk tujuan mengurangi 

gaya hidup konsumtif, untuk mencegah ekonomi biaya tinggi.  

5. Pajak yang tinggi terhadap minuman keras. 

6. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, untuk mendorong kegiatan ekspor. 

2.1.3. Jenis Pajak 

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, 

menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. 

1. Menurut golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan / dilimpahkan kepada ornag lain. Contoh : 

PPh  

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

/ dilimpahkan pada orang lain. Contoh : PPN 

2. Menurut sifatnya 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya dalam arti 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPh 
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b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN & PPn BM 

3. Menurut lembaga pemungutya 

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui 

Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat diatur oleh Undang-undang dan 

hasilnya akan masuk ke APBN. Contoh : PPh, PPN, Bea Materai 

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan pelaksanaanya 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam 

Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBD. Contoh : Pajak 

Kendaraan Bermmotor dan Kendaraaan Diatas Air, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bumi dan 

Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfatan Air 

Bawah Tanah dan Air Permukan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan 

Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir. 

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak 

Pajak memiliki tiga sistem pemungutan, yaitu Official assessment system, 

self assessment system  dan withholding system. 

1. Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana fiskus / 

petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa 

besarnya hutang pajak. 
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2. Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib 

pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya 

hutang pajak. 

3. Withholding System, yaitu pihak tiga yang diberikan kewenangan untuk 

menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak. 

2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

semua kewajiban perpajakan dan melaksnakan hak perpajkaannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Dengan kata lain wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi dan 

melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku(Harjo, 2019). 

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Kepatuhan Formal 

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-

undangan perpajakan.  

Ketentuan ini terdiri dari: 

a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 

b. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKB. 

c. Tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutangnya. 

d. Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPTnya. 
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2. Kepatuhan Material 

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

subtantif (pada hakekatnya) emenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai 

dengan isi dan jiwa perundang-undangan. 

Ketentuan ini terdiri dari: 

a. Tepat, benar dan jujur dalam menghitung pajak terutangnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

b. Tepat, benar dan jujur dalam menghitung dan memotong atau 

memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 

taat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

pemerintah memberikan penghargaan berupa ditetapkannya wajib pajak tersebut 

sebagai wajib pajak patuh. Wajib pajak patuh tidak selalu harus menyetor 

kewajiban perpajakan dengan jumlah besar, namun harus benar, jujur dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dalam menghitung, menyetor dan melaporkan 

kewajiban perpajakannya(Hafsah, 2012).  

Meskipun wajib pajak telah membayar pajak dengan jumlah besar, bahkan 

bisa dikatakan sebagai pembayar pajak terbesar, namun jika masih memiliki 

tunggakan ataupun terlambat melakukan penyetoran pajaknya, maka wajib pajak 

tidak diberikan penghargaan atau predikat sebagai wajib pajak patuh(Harjo, 2019) 
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Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

39/PMK.03/2018, Kriteria wajib pajak patuh (wajib pajak kriteria tertentu) 

adalah: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin pengangsur atau menunda 

pembayaran pajak. 

c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa 

pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu: 

a. Sistem administrasi perpajakan suatu negara 

Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabilaa didukung 

oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni dan 

prosedur perpajakan yang baik pula. 

b. Kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak 

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan 

dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak 

kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada 

negara tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung. 

c. Kualitas penegakan hukum perpajakan 
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Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melaluii tekanan kepada wajib 

pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya 

untuk menyelundupkan pajak, tindakan pemberian sanksi apabila wajib pajak 

diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi 

pajak yang baik dan terintegritas, serta melalui pemeriksaan pajak yang 

berkualitas baik. Pemberiaan sanksi perpajakan merupakan salah satu enforcement 

bagi wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan. 

d. Kualitas pemeriksaan pajak 

Kualitas pelayanan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, 

keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas yang baik dari 

pemeriksa. Pemeriksa dikatakan berkualitas apabila setiap tahaoan oemeriksaan 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga akan menghasilkan 

ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya 

ketetapan yang diterima denga baik oleh wajib pajak. Apabila ketetapan pajak 

yang dihasilkan pemeriksa adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima 

oleh wajib pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan 

untuk dibayar kepada negara, sehingga pada akhirnya penerimaan negara pun 

akan bertambah.  

e. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan  

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan wajib pajak untuk 

mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun 

penyelundupan pajak. Disisi lain negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal 
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ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat 

berpihak kepada wajib pajak.  

f. Kemauan dan kesadaran wajib pajak 

Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang 

arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila 

kemauan pajak dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak 

kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak 

diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.  

g. Perilaku wajib pajak 

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela 

dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. 

Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam 

pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional (Dahrani et al., 2021). 

Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah 

pajak terutang secara ilegal sudah menjadi perilaku wajib pajak. Kecenderungan 

wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah yang semestinya ataupun 

lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada sistem self assessment  maupun  

witholding tax sysytem. 

2.1.6. Pajak Bumi dan Bangunan 

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang 

ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia, contoh : sawah, ladang, kebun, 

tanah, pekarangan, tambang dll (Hanum et al., 2018). 
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Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan atau perairan. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat 

usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, 

dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam 

renang, anjungan minyak lepas pantai  dll(Hanum et al., 2018). 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti 

besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau 

bangunan. Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan 

besarnya pajak. 

2. Dasar Hukum 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan 

terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. 

3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Objek Pajak Bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Bumi 

adalah permukaan bumi (meliputi tanha dan perairan pedalaman serta laut wilayah 

Indonesia) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sementara itu, bangunan adalah 

kontruksi teknnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau 

perairan. Yang termasuk pengertian bangunan antara lain: 

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan seperti 

hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu 

kesatuan denga kompleks bangunan tersebut. 

b. Jalan tol. 
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c. Kolam renang, tempat olahraga. 

d. Pagar mewah, taman mewah. 

e. Rumah, gedung kantor, hotel. 

f. Dermaga, galangan kapal. 

g. Pabrik dan emplasemen dan lain-lain. 

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek yang : 

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang 

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.  

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis 

dengan itu. 

c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang 

belum dibebani suatu hak. 

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik. 

e. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan.  

4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh 

Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut ketentuan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1985 tetang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. 

5. Nilai Jual Objek Pajak  
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Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi 

jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan 

objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak 

Pengganti.  

Yang dimaksud dengan : 

a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu 

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 

membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang 

letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga 

jualnya. 

b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai 

jual suatu objek pajak dengan cara meghitung seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaiaan 

dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik 

objek tersebut. 

c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai 

jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek 

pajak tersebut. 

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi: 

a. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan  

b. Objek pajak sektor perkebunan 
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c. Objek pajak sektor kehutanan hak atas pengusahaan hutan, hak 

pengusahaan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya 

selain hak pengusahaan hutan tanaman industri. 

d. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan tanaman 

industri. 

e. Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi 

f. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi 

g. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan 

energi panas bumi dan galian C 

h. Objek pajak sekktor pertambangan non migas galian C 

i. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak 

karya atau kontrak kerjasama 

j. Objek pajak usaha bidang perikanan laut 

k. Objek pajak usaha bidang perikanan darat 

l. Objek pajak yang bersifat khusus 

6. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Yang dimaksud subjek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu: 

a. Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suau hak atas bumi 

dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, dan 

memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda 

pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak.  

b. Subjek pajak sebgaimana dimaksud no. 1 yang dikenaakan kewajiban 

membayar pajak menjadi wajib pajak. 
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c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, 

Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana 

dimaksud dalam no. 1 sebagai wajib pajak. 

1) Subjek pajak X memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau 

bangunan milik Y bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-

undang atau bukan karena perjanjian,, maka X yang 

memanfaatkan/menggunakan bumi dan atau bangunan ditetapkan 

sebaagai wajib pajak. 

2) Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di 

pengadilan, maka orang atau badan yang 

memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan 

sebagai wajib pajak. 

3) Subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak 

objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut 

dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang 

diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan 

sebagai wajib pajak oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti 

kepemilikan hak 

d. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud no.3 dapat 

memberikan keternagan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak 

bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud. 

e. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dlam no. 4 disetujui, 

maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib 
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pajak sebagaimana dalam no. 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak 

diterimanya surat keterangan yang dimaksud.  

f. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jendral 

Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-

alasannya. 

g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya 

keterangan sebagaimana dalam no. 4 Direktur Jendral Pajak tidak 

memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap 

disetujui. 

2.1.7. Sanksi Pajak 

Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan 

yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran 

hak atas suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan 

(Herry, 2010). 

Suatu peraturan dapat dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-

masing pihak jika ancaman sanksi yang ada mengikat seluruh pihak yang 

berkepentingan. UU KUP juga telah menetapkan beragam sanksi yang mengikat 

tidak hanya kepada wajib pajak atau penanggung pajak, tetapi juga mengikat 

aparat pajak (fiskus) dan pihak ketiga yang terlibat semisal kuasa, pejabat selain 

pejabat pajak, dan sebagainya(Herry, 2010). 
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Berdasarkan jenisnya, sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan 

menjadi dua kategori, yaitu: 

1. Sanksi administrasi 

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang 

bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak terutang. Sanksi 

administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan 

yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.  

2. Sanksi pidana 

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma 

perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya 

tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur 

ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan 

yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kelalian/pengabaian. Sedangkan 

ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana 

penjara. 

Pihak yang dapat dikenai sanksi di bidang perpajakan dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. Bagi wajib pajak 

Apabila SOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak 

disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih dengan Surat 

Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah 

pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima 

persen) dihitung dari pokok pajak.Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau 

keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah 
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pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, 

ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat 

Ketetapan Pajak adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil 

pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak ditambah denda administrasi 

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang. 

Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau 

kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, 

yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka 

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.  

Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam 

hal: Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendaral 

Pajak dan Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan 

atau melampirkan keterangan yang tidak benar.  

Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, 

dalam hal: Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat 

Jendaral Pajak. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap 

dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar.  Memperlihatkan surat palsu 

atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. 

Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya. 

Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.  

Untuk sebab kealpaan maka akan: Dipidana dengan pidana kurungan 

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali 

pajak yang terhutang. Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati 

sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara. 
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Untuk sebab keesengajaan maka akan: Dipidana dengan pidana penjara 

selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak 

yang terutang.  

Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi 

tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak 

selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau 

sejak dibayarkan denda. 

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan, maka 

bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak 

selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau 

sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat ialah dua kali lipat dari 

ancaman pidana(Mardiasmo, 2013). 

b. Bagi pejabat 

Apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan di muka 

dikenakan sanksi menurut peraturan perundangan yang berlaku, yaitu antara 

lain:Peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil. 

Bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada 

hubungannya dengan objek pajak ataupun pihak lainnya yang: Tidak 

memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan dan Tidak 

menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. 

Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda 

setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00(Mardiasmo, 2013). 
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2.1.8. Sosialisasi Perpajakan 

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa mempunyai kecenderungan 

untuk hidup bersama dalam suatu bentuk pergaulan hidup yang disebut 

masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia senaniasa dituntut untuk 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya melalui suatu proses. 

Proses ini dapat disebut proses penyesuaian diri individu ke dalam kehidupan 

sosial, atau lebih singkat dapat disebut dengan sosialisasi(Sinambela et al., 2021).  

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) 

untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui 

dalam masyarakat. Dalam proses belajar atau menyesuaikan diri itu seseorang 

kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain, kemudian 

seseorang mempercayai dan mengikuti sebagai milik pribadinya. Jika sosialisasi 

dipandang dari sudut masyarakat, maka sosialisasi dimaksudkan sebagai usaha 

memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut 

menjadi bagian dari masyarakat. (Abdulsyani, 2012). 

Sosialisasi mengandung tiga pengertian, yaitu: 

1. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi 

dengan mana individu menahan, megubah implus-impuls dalam dirinya dan 

mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. 

2. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, 

pola-pola nilai dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku di 

dalam masyarakat dimana ia hidup. 
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3. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu 

disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri 

pribadinya.  

Sedangkan Hassan Shadily mendefenisikan sosialisasi sebagai suatu proses 

dimana seseorang mulai menerima dan menyesuaikan diri kepada adat istiadat 

suatu golongan, dimana lambat laun ia akan merasa sebagian dari golongan itu.  

Dengan adanya sosialisasi yang di lakukan akan memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang program-program yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk mempermudah pembayaran pajak (Ammy, 2023).  

2.1.9. Pendapatan Wajib Pajak 

Menurut FASB (1980) dalam SFAC No. 6 mendefenisikan pendapatan 

adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang 

(atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan 

jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus 

menerus dari entitas tersebut.  

Menurut PSAK No. 23 tahun 2005 defenisi pendapatan adalah arus masuk 

bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama 

suatu periode bila arus itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal 

dari kontribusi penanam modal.  

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah 

semua penghasilan yang diterima berupa uang atau barang sebagai balas jasa. 

2.1.10. Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala 

perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud 
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barang-barang baik lewat indera maupun akal, dapat pula objek yang dipahami 

oleh manusia berbentuk ideal, tau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 

(Mardiasmo, 2013). Jadi kesimpulannya perpajakan adalah kemampuan atau 

seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif 

pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak 

yang akan berguna bagi kehidupan mereka. 

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. 

Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh 

terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh 

beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, 

secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui 

bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga akhirnya 

manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Utomo, 2011). 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
Nama Judul Skripsi Variabel 

Penelitian 

Alat Analisis Hasil Penelitian 

Nadwatul 

Khoiroh  

Pengaruh Sanksi, 

Sosialisasi, dan 

Pendapatan Wajib 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Dalam 

Membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan 

di Desa Gandaria 

1. Sanksi 

Perpajakan 

 

2. Sosialisasi 

Perpajakan 

 

3. Pendapatan 

Wajib Pajak 

 

4. Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1. Sanksi Perpajakan 

dan Pendapatan wajib 

pajak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar PBB 

2. Sosialisasi 

perpajakan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam 

membayar PBB. 

Nomo 

Ruansyah 

Pengaruh Pengetahuan 

Perpajakan, 

Kesadaran Wajib 

Pajak dan Sanksi 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Dalam 

Membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan 

di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten 

Deli Serdang 

1. 

Pengetahuan 

Perpajakan 

 

2. Kesadaran 

Wajib Pajak 

 

3. Sanksi 

Pajak 

 

4. Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1. Pengetahuan 

perpajakan, kesadaran 

wajib pajak dan sanksi 

pajakan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  

Banyu 

Ageng 

Wahyu 

Utomo 

Pengaruh Sikap, 

Kesadaran Wajib 

Pajak dan 

Pengetahuan 

Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Dalam 

Membayar Pajak 

1. Sikap 

Wajib Pajak 

 

2. Kesadaran 

Wajib Pajak 

 

3. 

Pengetahuan 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1. Sikap Wajib Pajak 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak 

bumi dan bangunan 

2. Kesadaran Wajib 

Pajak dan Pengetahuan 
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Bumi dan Bangunan 

di Kecamatan 

Pamulang Kota 

Tangerang Selatan 

Perpajakan 

 

4. Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Perpajakan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam 

membayar pajak bumi 

dan bangunan. 

Syamsu 

Alam 

Pengaruh Sosialisasi 

Pajak, Kesadaran 

Wajib Pajak dan 

Sanksi Pajak 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Dalam 

Membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan 

di Desa Baringeng 

Kecamatan Lilirilau 

Kabupaten Soppeng 

1. Sosialisasi 

Pajak 

 

2. Kesadaran 

Wajib Pajak 

 

3. Sanksi 

Pajak 

 

4. Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1. Sosialisasi Pajak, 

Kesadaran Wajib 

Pajak dan Sanksi Pajak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Elsa 

Nurfiranti 

Pengaruh Pengetahuan 

Pajak, Kualitas 

Pelayanan, Sanksi 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

pajak Dalam 

Membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan 

Perkotaan. (studi 

empiris pada wajib 

pajak PBB-P2 

Kecamatan 

Mertoyudan Kab. 

Magelang 

1. 

Pengetahuan 

Pajak 

 

2. Kualitas 

Pelayanan 

 

3. Sanksi 

Pajak 

 

4. Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1. Penetahuan Pajak 

dan Kualitas 

Pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kesadaran wajib pajak.  

2. Sanksi Pajak 

berpengaruh tetapi 

tidak signifikan 

terhadap kesadaran 

wajib pajak.  
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2.3. Kerangka Konseptual 

Kerangka pemikiran adalah suau kerangka konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Keraangka pemikiran juga dapat diartikan sebagai gejala 

yang menjadi objek permasalahan penulis. Kerangka konseptual disusun 

berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan dan merupakan 

argumentasi penulis dalam merumuskan hipotesis (Ikhsan et al., 2018). 

Maka variabel independen pada penelitian ini adalah sanksi pajak, 

sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak. Variabel dependen pada 

penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel moderasi pada 

penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan. Berdasarkan hubungan variabel 

tersebut dapat digambarkan ke dalam rangka sebagai berikut: 

1) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan 

Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan 

yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran 

hak atas suatu pihak atau tidak dipenuhinyakewajiban yang telah ditentukan.  

Suatu peraturan dapat dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-

masing pihak jika ancaman sanksi yang ada mengikat seluruh pihak yang 

berkepentingan. UU KUP juga telah menetapkan beragam sanksi yang mengikat 

tidak hanya kepada wajib pajak atau penanggung pajak, tetapi juga mengikat 

aparat pajak (fiskus) dan pihak ketiga yang terlibat semisal kuasa, pejabat selain 

pejabat pajak, dan sebagainya.(Herry, 2010).  
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Perpajakan sebagai salah satu pemasukan terbesar negara, memiliki dasar 

hukum yang kuat, sehingga bagi orang yang melanggar atau lalai akan mendapat 

suatu hukuman berupa sanksi perpajakan. Sanksi tersebut dibuat agar wajib pajak 

tidak melanggarnya, dengan kata lain bahwa adanya sanksi akan membuat wajib 

pajak patuh dan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam 

penelitian (Khoiroh, 2017) menyatakan bahwa secara parsial variabel sanksi pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 

bangunan.  

2) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut (Winerungan, 2012), program-program yang telah dilakukan oleh 

direktorat jenderal Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara 

lain dengan mengadakan seminar-seminar ke berbaagai profesi serta pelatihan-

pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang 

bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun 

televisi, mengadakan acara tax goes to campus yang diisi dengan berbagai acara 

yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara 

tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa 

yang dinilai sangat kritis. 

Berdasarkan penelitian (Herryanto & Toly, 2013)menyatakan bahwa 

variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan.  
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3) Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut PSAK No. 23 tahun 2005 defenisi pendapatan adalah arus masuk 

bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama 

suatu periode bila arus itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal 

dari kontribusi penanam modal. Dapat diartikan pendapatan adalah semua 

penghasilan yang diterima berupa uang maupun barang. 

Pendapatan merupakan salah satu faktor yaang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak.(Rahman, 2018)mengatakan bahw masyarakat yang miskin akan 

kesulitan membayar pajak, oleh karena itu masyarakat lebih cenderung untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian (Khoiroh, 

2017)menyatakan bahwa variabel pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.  

4) Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib 

Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Apabila wajib pajak merasa bahwa sanksi pajak diterapkan dengan tegas 

dan benar seperti terlambat membayar atau tidak membayar sama sekali maka 

setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik 

atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Wajib 

pajak yang telah mengikuti sosialisasi tentang pajak atau memiliki pemahaman 

tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak, cara membayar dan manfaat pajak 

yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Seseorang yang berpenghasilan baik 

juga akan melakukan kewajiban perpajakannya dengan sukarela tanpa merasa 

terbebani, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.  
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5) Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib 

Pajak di moderasi oleh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Kepatuhan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam 

mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak hingga sanksi pajak 

berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang 

akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan 

tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga 

tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki 

pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus 

dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. 

Hasil penelitian (Utomo, 2011) dan (Ruansyah, 2017) menyatakan bahwa 

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Hasil Penelitian (Herryanto & Toly, 2013) Mengatakan salah satu faktor 

penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengadakan 

sosialisasi yang terus menerus tentang perpajakan yang bertujuan untuk 

memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain 

itu pemerintah juga harus  dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh 

masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat.  

Pelaksanaan sosialisasi dari berbagai media dan penerapan sanksi yang 

tegas dan benar diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan perpajakan 

sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 
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Hasil penelitian oleh (Nurfiranti, 2019)menyatakan bahwa pengetahuan 

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.  

Berdasarkan uraian di atas, gambaran tentang pengaruh sanksi pajak, 

sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
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Pengetahuan Perpajakan (Z) 
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2.4. Hipotesis  

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah yang akan diuji 

kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan 

diketahui setelah dilakukan penelitian. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H1 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan 

H2 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan  

H3 :Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan 

H4 : Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib 

Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan  

H5 : Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib 

Pajak di moderasi oleh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif 

dengan unit analisis yang diteliti adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di 

Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis penelitian terkait 

dengan objek yang diteliti. Hasil tes dapat digunakan sebagai dasar untuk 

menggambar penelitian, mendukung dan menolak hipotesis dikembangkan dari 

studi teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen dan jika variabel moderasi memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel independen.  

3.2. Defenisi Operasional  

Defenisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan 

hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas 

penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga 

yaitu variabel independen, variabel dependen dan variabel moderating. Variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu sanksi pajak (X1), sosialisasi perpajakan 

(X2) dan pendapatan wajib pajak (X3). Sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Serta variabel moderating dalam 

penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan (Z). Variabel-variabel yang digunakan 

memiliki defenisi sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Defenisi Operasional 
No. Variabel 

Penelitian 

Defenisi Operasional Indikator No. 

Pertanyaan  

Skala  

1. Sanksi Pajak 

(X1) 

Sanksi pajak merupakan alat 

pencegah agar wajib pajak 

tidak melanggar norma 

perpajakan sesuai dengan 

pasal 3 ayat 3 dan 4 UU 

KUP No. 28 tahun 2007. 

1. Sanksi 

administrasi  

2. Penerapan 

sanksi pajak  

3. Keadilan dalam 

menerapkan 

sanksi pajak 

1 s/d 5 1 s/d 

5 

2. Sosialisasi 

Perpajakan 

(X2) 

Sosialisasi perpajakan 

berarti suatu upaya yang 

dilakukan untuk 

memberikan informasi 

mengenai perpajakan yang 

bertujuan agar seseorang 

ataupun kelompok paham 

tentang perpajakan sehingga 

kepatuhan wajib pajak akan 

meningkat. Jika wajib pajak 

diberikan pemahaman yang 

baik dan benar melalui 

sosialisasi, maka wajib pajak 

akan memiliki pengetahuan 

tentang pentingnya 

membayar pajak (Sudrajat, 

2015:194). 

1. Informatif 

2. Publikasi 

3. Pendekatan diri 

1 s/d 5 1 s/d 

5 

3.  Pendapatan 

Wajib Pajak 

(X3) 

Pendapatan sebagai bagian 

dari pemasukan yang 

didapat oleh seseorang, baik 

pendapatan berupa uang 

maupun barang yag 

terhitung diterima oleh 

seseorang dalam waktu satu 

bulan. 

1. Jenis 

Pendapatan wajib 

pajak  

2. Kemampuan 

membayar pajak 

3. Kerja 

sampingan 

1 s/d 5 1 s/d 

5 

4. Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Y) 

Suatu keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakannya 

1. Membayar 

pajak tepat waktu 

2. melaporkan 

1 s/d 5 1 s/d 

5 
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yakni sesuai dengan undang-

undang perpajakan. 

informasi yang 

diperlukan  

3. Penegakan 

hukum 

5.  Pengetahuan 

Perpajakan (Z) 

Kemampuan seorang wajib 

pajak dalam mengetahui 

peraturan perpajakan baik 

soal tarif pajak maupun 

manfaat pajak yang berguna 

bagi mereka. 

1. Pengetahuan 

tentang tarif pajak 

2. Pengetahuan 

tentang fungsi 

pajak 

3. Pengetahuan 

tentang sistem 

pajak 

1 s/d 5 1 s/d 

5 

 

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar  

di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi 

Sumatera Utara. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan awal bulan juni 2022 sampai dengan januari 2023 

dengan rencana waktu penelitian seperti tabel berikut ini. 
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Tabel 3.2 

Waktu Penelitian 

 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, 

kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga 

merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang 

peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan(Sugiyono, 2018). 

Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli 

Serdang yang berjumlah  438.886  wajib pajak yang terdaftar di Badan 

Pendapatan Daerah Deli Serdang. 

2. Sampel  

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan sample 

adalah teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah strategi 

pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, dimana siapa saja yang kebetulan 

bertemu dengan peneliiti secara kebetulan atau tidak sengaja dapat digunakan 

sampel jika ditentukan bahwa individu yang kebetulan bertemu dengan peneliti 

Kegiatan  2022 

Juli  Agustus  September  Oktober  November  Desember Januari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Penyusunan 

Proposal 

                            

Bimbngan 

Proposal 

                            

Seminar Proposal                             

Penyempurnaan 

Proposal 

                            

Penyusunan 

Skripsi 

                            

Sidang Meja 

Hijau 

                            



42 
 

 
 

cocok dengan sumber data. Penentuan jumlah sampel yang akan peneliti uji 

ditentukan dengan rumus slovin yaitu sebagai berikut:  

n =     N 

      1 + Ne
2 

 

Keterangan : 

n  = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

e  = Error (0,1) 

Berikut ini perhitungan menentukan jumlah populasi menggunakan rumus 

slovin: 

n = N/1+Ne
2 

n = 438.886 / 1 + 438.886 (0,1)
2 

n = 438.886 / 4.389,86 

n = 99,97  

Sampel yang di dapat menggunakan rumus slovin yaitu 99,97 dibulatkan 

menjadi 100 responden yang tersebar di 5 kecamatan yang berada di kabupaten 

Deli Serdang dan terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya 

ada hubungan (kontak) langsung antara peneliti dengan responden. Ada beberapa 

metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini, antara lain: 
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1. Kuesioner 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik kuesioner dengan cara 

mengantar dan mengumpulkannya secara langsung kepada responden. Dengan 

skala yang digunakan pada kuesioner adalah skala likert. Skala likert merupakan 

metode untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen akan dinilai 

dengan menggunakan angka penilaian,yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), netral 

(N), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).  

Tabel 3.3 

Kisi – Kisi Kuesioner Penelitian 
Variabel  Indikator  Skala 

Pengukuran  

Sanksi Pajak 

(Khoiroh, 

2017) 

1. Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi pajak jika tidak 

membayar atau telat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Sanksi dan denda Pajak Bumi dan Bangunan memacu saya 

untuk membayar pajak. 

3. Menurut saya pengenan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan 

harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang 

melakukan pelanggaran. 

4. Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu agar 

tidak dikenakan denda. 

5. Menurut saya pengenaan denda 2% per bulan apabila 

terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah wajar.  

Likert 

Sosialisasi 

Perpajakan 

(Khoiroh, 

2017) 

1. Saya sering mengikuti acara sosialisasi pajak, seperti 

seminar, kursus dan pelatihan. 

2. Saya sering melihat sosialisasi pajak melalui spanduk, media 

cetak, iklan dan media lainnya. 

3. Sosialisasi pajak memberitahu saya atas informasi atau 

peraturan pajak yang baru. 

4. Sosialisasi pajak mengingatkan saya akan kewajiban 

perpajakan. 

5. Semakin banyak sosialisasi pajak membuat saya semakin 

mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Likert 

Pendapatan 1. Saya mendapat raskin pada setiap bulannya.  
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Wajib Pajak 

(Khoiroh, 

2017) 

2. Pendapatan yang saya peroleh dapat memenuhi kebutuhan 

utama seperti makan dan belanja harian, dan juga memenuhi 

kewajiban seperti membayar pajak. 

3. Pendapatan yang saya peroleh hanya cukup untuk kebutuhan 

sehari-hari. 

4. Ketika saya sakit akan menggunakan kartu BPJS, Jamsostek 

atau asuransi. 

5. Saya memiliki pekerjaan sampingan untuk memperoleh 

pendapatan. 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Khoiroh, 

2017) 

1. Saya tidak mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

2. Saya bersedia memberi informasi tentang objek Pajak Bumi 

dan Bangunan yang saya miliki kepada petugas pajak. 

3. Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu 

sebelum tanggal jatuh tempo. 

4. Informasi objek Pajak Bumi dan Bangunan yang saya 

berikan adalah sesuai dengan objek pajak yang saya miliki. 

5. Saya tidak pernah dipidana karena pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

Likert  

Pengetahuan 

Perpajakan 

(Utomo, 2011) 

1. Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban 

perpajakan yang berlaku. 

2. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar. 

3. Pajak berfungsi untuk meningkatan kemamuran dan 

kesejahteraan. 

4. Ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu Official 

assessment system, Self assessment syste dan with holding 

system. 

5. Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai. 

Likert  

 

2. Dokumentasi  

Dokumen yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, 

yaitu dokumen realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2017 - 2021. 
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3.6. Teknik Analisis Data 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan deksripsi atau gambaran tentang 

ringkasan data atas variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif 

yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari jumlah data, nilai rata-rata, nilai 

maksimum, nilai minimum dan standar penyimpangan data. 

3.6.2. Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Menurut (Ghozali, 2018) Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesoiner. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas 

suatu kuesioner yaitu menggunakan koefesien korelasi (pearson correlation). 

Kriteria yang ditetapkan dalam menentukan validitas data adalah r hitung lebih 

besar dari r tabel pada taraf signifikan 0,05 dan nilai positif maka instrumen 

tersebut dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut (Ghozali, 2018) Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur 

suatu kuesionner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner 

dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran konsistensi internal 

yang sering digunakan adalah Cronbach’s Alpha Coefficient untuk 

mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara 

satu dengan yang lainnya. Suatu konstruksi dinyatakan reliabel jika nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,60. 
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3.6.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan model regresi yang melibatkan 

lebih dari satu variabek independen. Analisis regresi berganda dilakukan untuk 

mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadapvariabel dependen(Ghozali, 2018). Persamaan regresi linier berganda 

ditetapkan sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

Y = Kepatuhan Wajib Pajak 

a  = Konstansta  

ß1,2,3 = Koefesien Regresi 

X1 = Sanksi Pajak 

X2 = Sosisalisasi Perpajakan 

X3 = Pendapatan Wajib Pajak 

e  = Standart eror 

3.6.4. Uji Asumsi Klasik  

Pada Uji Asumsi Klasik memiliki tiga bagian yaitu: 

1. Uji Normalitas 

Dalam Uji Normalitas ini digunkan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai 

distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal. Pada pengujian ini menggunakan 

normal P-Plot. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan 

titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik 

Y= a + b₁X₁ + b₂X₂ + b₃X₃ + ℮ 
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data searah mengikuti garis diagonal. Jika normalitas terpenuhi, kuisioner 

dianggap sah. Tes Kolmogorov-Ssmirnov adalah instrumen analisis yang 

digunakan dalam tes ini. Syarat dalam uji ini adalah:  

a. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 (Sig < 0,05), maka distribusi residul 

data tidak normal. 

b. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 (Sig > 0,05), maka distribusi residual 

data normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji dan mengetahui 

apakah terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara 

melihat grafik Scatter-Plot. 

3. Uji Multikolonearitas 

Dalam Uji Multikolonearitas digunakan untuk mengetahui hubungan 

korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjad 

korelasi diantara variabel independen. Uji Multikolinearitas dapat dilaksanakan 

dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan Variance Inflating 

Factor (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. 

Dengan Uji Asumsi : 

1) Jika nilai VIF > dari 10 dan nilai tolerance value < 0,1 maka terjadi 

multikolinearitas. 

2) Jika nilai VIF < dari 10 dan nilai tolerance value < 0,1 maka tidak 

terjadi multikolinearitas. 
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3.6.5. Uji Hipotesis 

1. Uji Secara Parsial (Uji-t) 

Uji-t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji-t 

ini menggunakan tingkat signifikan 0,05. Jika nilai Thitung  > Ttabel maka terdapat 

pengaruh antara variabel bebas/independen dengan variabel terikat/dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan: 

a. Jika t hitung > t tabel atau (sig) < 0.05 maka Ho Ditolak. Ini berarti variabel 

independen berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Jika t hitung < t tabel atau (sig) > 0.05 maka Ho Diterima. Ini berarti 

variabel independen tidak mempunyai berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2. Uji Statistik F 

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian pada uji F 

ditetapkan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan melihat 

tingkat signifikansi 0,05(α=5%). 

Kriteria pengambilan keputusan: 

a. Jika F hitung > F tabel atau (sig) > 0,05 maka H0 akan ditolak dan Ho 

diterima. Ini artinya bahwa variabel independen secara simultan tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhdap variabel dependen. 

b. Jika F hitung < F tabel atau (sig) < 0,05 maka H0 akan diterima dan Ho  

ditolak . Ini artinya bahwa variabel independen secara simultan tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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3. Koefesien Determinasi (R-Square) 

Koefesien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefesien 

determinasi adalah 0 sampai 1.  Sedangkan nilai R Square digunakan untuk 

mengetahui besarnya kontribusi variabel independen (X) secara serempak di 

dalam menjelaskan variabel dependen (Y). Setiap tambahan satu variabel 

independen maka R
2 
pasti meningkat. 

3.6.6. Moderated Regression Analysis (MRA) 

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi 

berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi 

(perkalian dua atau lebih variabel independen). Variabel Z dapat dikatakan 

sebagai variabel moderasi jika nilai koefisien regresinya bernilai negatif dan 

tingkat signifikansinya lebih kecil dari 5% (Ghozali, 2018) . Adapun kriteria 

pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika nilai signifikansi variabel moderating < 0.05, maka H0 diterima yang 

artinya pengetahuan perpajakan mampu memoderasi hubungan antara 

variabel x dan y. 

b. Jika nilai signifikansi variabel moderating > 0.05, maka H0 ditolak yang 

artinya pengetahuan perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara 

variabel x dan y. 

 Dengan persamaan yang digunakan sebagai berikut: 

 

 

Y= a + b₁X₁ + b₂X₂ + b₃X₃ + b4X₁ . Z + b5X₂ . Z + b6X₃ . Z + ℮ 
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Keterangan : 

Y  = Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien regresi variabel bebas 

Z  = Pengetahuan Pajak (Variabel Moderasi) 

X₁  = Sanksi Pajak (Variabel Independen) 

X₂  = Sosialisasi Perpajakan (Variabel Independen) 

X₃  = Pendapatan Wajib Pajak (Variabel Independen) 

b4X₁.Z = Sanksi pajak dengan pengetahuan perpajakan 

b5X₂.Z  = Sosialisasi perpajakan dengan pengetahuan perpajakan 

b6X₃.Z  = Pendapatan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan 

℮   = Standart Error 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1.  Deskriptif Data 

1. Deskripsi Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dalam bentuk angket yang 

terdiri dari 5 pertanyaan untuk masing-masing variabel X1, X2, X3, Y dan Z, 

dimana yang menjadi variabel X1 adalah Sanksi Pajak, yang menjadi X2 adalah 

Sosialisasi Perpajakan, yang menjadi X3 adalah Pendapatan Wajib Pajak, yang 

menjadi Y adalah Kepatuhan Wajib Pajak, dan yang menjadi Z adalah 

Pengetahuan Perpajakan. Angket diberikan kepada 100 orang responden sebagai 

sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk table ceklis. 

Tabel 4.1 Skala Pengukuran Likert 

Pertanyaan  Bobot  

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju  4 

Sangat Setuju 5 

 

2. Karakteristik Responden 

Data-data yang diperoleh dari angket terdapat kriteria responden yang di 

kelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Dari pengelompokan 

karakteristik responden tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah  Persentase(%)  

Laki-laki 71 71 

Perempuan 29 29 

Total  100 100 

   Sumber: Responden Penelitian 
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Berdasarkan tabel 4.2, menjelaskan bahwa responden penelitian ini adalah 

mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 71 orang. 

Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Responden  Jumlah Persentase (%) 

20-30 10 10 

31-40 40 40 

40-50 45 45 

>50 5 5 

Total  100 100 

   Sumber: Responden Penelitian 

Berdasarkan tabel 4.3, menjelaskan bahwa responden penelitian ini adalahh 

mayoritas wajib pajak dengan usia 40-50 tahun yaitu sebanyak 45 responden.  

Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan  Jumlah  Peresentase (%) 

PNS 25 25 

Wiraswasta 5 5 

Karyawan Swasta 15 15 

Petani 20 20 

Pedagang 10 10 

Lainnya 25 25 

Total  100 100 

   Sumber: Responden Penelitian 

3. Statistik Deskriptif Variabel 

Data deskriptif memberikan gambaran data seperti nilai tertinggi 

(maksimum), nilai terendah (minimum), rata-rata (mean) dan simpangan baku 

(standart deviation) dari data yang diteliti baik itu variabel independen, variabel 

dependen maupun variabel moderating. Pada tabel menunjukkan statistik dari 

variabel peneltian. 
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Tabel 4.5 Tabel Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Sanksi_Pajak 100 16 25 21,00 2,252 

Sosialisasi_Perpajakan 100 9 25 17,00 3,387 

Pendapatan_WajibPajak 100 7 22 17,28 2,301 

Kepatuhan_WP 100 13 25 18,70 3,283 

Pengetahuan_Perpajakan 100 11 25 18,46 3,070 

Valid N (listwise) 100     

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah data penelitian (N) 

adalah 100 sampel penelitian. Masing-masing variabel memiliki nilai minimum, 

nilai maksimum, nilai rata-rata dan nilaii standart deviasi yang bervariasi. 

a. Sampel Sanksi Pajak (X1) sebanyak 100 responden menunjukkan nilai 

minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata 

sebesar 21.00 dengan standart deviation sebesar 2.252. 

b. Sampel Sosialisasi Perpajakan (X2) sebanyak 100 responden 

menunjukkan nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 25, 

nilai rata-rata sebesar 17.00 dengan standart deviation sebesar 3.387. 

c. Sampel Pendapatan Wajib Pajak (X3) sebanyak 100 responden 

menunjukkan nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 22, 

nilai rata-rata sebesar 17.28 dengan standart deviation sebesar 2.301. 

d. Sampel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebanyak 100 responden 

menunjukkan nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 25, 

nilai rata-rata sebesar 18.70 dengan standart deviation sebesar 3.283. 

e. Sampel Pengetahuan Perpajakan (Z) sebanyak 100 responden 

menunjukkan nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 25, 

nilai rata-rata sebesar 18.46 dengan standart deviation 3.070. 
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4.2.  Hasil Analisis Data 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dengan hal ini n adalah jumlah sampel. 

Pada kasus uji reliiabilitas dan validitas dalam penelitian ini, jumlah sampel (N) = 

100. Maka, besarnya df dapat dihitung 100-2 =98 dan signifikansi 5%. Jika r 

hitung > r tabel maka butiran atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Hasil uji 

validitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Uji Validitas Sanksi Pajak (X1) 

Pertanyaan  r Hitung r Tabel Keterangan  

Pertanyaan 1 0.746 0.196 Valid  

Pertanyaan 2 0.802 0.196 Valid  

Pertanyaan 3 0.766 0.196 Valid  

Pertanyaan 4 0.697 0.196 Valid  

Pertanyaan 5 0.568 0.196 Valid  

   Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023 

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 5 pertanyaan mengenai sanksi pajak yang 

diajukan penulis kepada responden, 5 pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai r 

hitung > r tabel sebesar 0.196 atau 0.1966. 

Tabel 4.7 Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X2) 

Pertanyaan  r Hitung  r Tabel  Keterangan  

Pertanyaan 1 0.793 0.196 Valid  

Pertanyaan 2 0.853 0.196 Valid  

Pertanyaan 3 0.868 0.196 Valid  

Pertanyaan 4 0.834 0.196 Valid  

Pertanyaan 5 0.860 0.196 Valid  

   Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023 
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Dari tabel diatas dapat dilihat dari 5 pertanyaan mengenai Sosialisasi 

Perpajakan yang diajukan oleh penulis kepada responden, 5 pertanyaan 

dinyatakan valid, karena nilai r hitung > r tabel sebesar 0.196 atau 0.1966. 

Tabel 4.8 Uji Validitas Pendapatan Wajib Pajak (X3) 

Pertanyaan  r Hitung r Tabel  Keterangan  

Pertanyaan 1 0.563 0.196 Valid  

Pertanyaan 2 0.427 0.196 Valid  

Pertanyaan 3 0.591 0.196 Valid  

Pertanyaan 4 0.710 0.196 Valid  

Pertanyaan 5 0.445 0.196 Valid  

   Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023 

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 5 pertanyaan mengenai Pendapatan Wajib 

Pajak yang diajukan oleh penulis kepada responden, 5 pertanyaan dinyatakan 

valid, karena r hitung > r tabel sebesar 0.196 atau 0.1966. 

Tabel 4.9 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Pertanyaan  r Hitung r Tabel Keterangan  

Pertaanyaan 1 0.873 0.196 Valid  

Pertanyaan 2 0.818 0.196 Valid  

Pertanyaan 3 0.867 0.196 Valid  

Pertanyaan 4 0.746 0.196 Valid  

Pertanyaan 5 0.611 0.196 Valid  

   Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023 

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 5 pertanyaan mengenai Kepatuhan Wajib 

Pajak yang diajukan oleh penulis kepada responden, 5 pertanyaan dinyatakan 

valid, karena r hitung > r tabel sebesar 0.196 atau 0.1966. 

Tabel 4.10 Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak (Z) 

Pertanyaan  r Hitung r Tabel Keterangan  

Pertaanyaan 1 0.797 0.196 Valid  

Pertanyaan 2 0.874 0.196 Valid  

Pertanyaan 3 0.895 0.196 Valid  

Pertanyaan 4 0.766 0.196 Valid  

Pertanyaan 5 0.824 0.196 Valid  

   Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023 
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Dari tabel diatas dapat dilihat dari 5 pertanyaan mengenai Pengetahuan 

Wajib Pajak yang diajukan oleh penulis kepada responden, 5 pertanyaan 

dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel sebesar 0.196 atau 0.1966. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliabel atay handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

pengujian reliabilitas ditujukan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas nilai 

hasil skala pengukuran tertentu. Tiap butir  pertanyaan dalam masing-masing 

instrument akan diuji dengan menggunakan Cronbach’s Alpha Coefficient. 

Instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki  Cronbach’s Alpha Coefficient> 

0.60. 

Tabel 4.11 Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach’s Alpha N of Items 

Sanksi Pajak (X1) 0.748 5 

Sosialisasi Perpajakan (X2) 0.893 5 

Pendapatan Wajib Pajak (X3) 0.373 5 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.839 5 

Pengetahuan Perpajakan (Z) 0.886 5 

 Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa instrumen dikatakan reliabel 

apabila memiliki Cronbach’s Alpha Coefficient>0.60. 

2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih 

variabel independen terhadap satu variabel dependen dengan menggunakan 

regresi berganda dan dapat diketahui seperti tabel berikut ini. 
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Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan SPSS 24 diatas 

akan didapat persamaan regresi berganda dengan model regresi sebagai berikut: 

 Y = a + bx1 + bx2 + bx3 

 Y = 6.059 + 0.399 X1 + 0.454 X2 -0.200 X3 + e 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dianalisis pengaruh sanksi pajak, 

sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

yaitu: 

a. Konstanta sebesar 6.059, artinya jika variabel Sanksi Pajak (X1), 

Sosialisasi Perpajakan (X2) dan Pendapatan Wajib Pajak (X3) bernilai 

0, maka Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Y) nilai nya 

sebesar 6.059. 

b. Koefisien variabel Sanksi Pajak (X1) sebesar 0.399 hal ini 

menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel Sanksi Pajak 

maka akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak bumi dan 

bangunan sebesar 0.399. koefisien bernilai positif menunjukkan 

adanya hubungan positif dari variabel Sanksi Pajak terhadap nilai  

Kepatuhan Wajib Pajak. 

c. Koefisien variabel Sosialisasi Pajak (X2) sebesar 0.454 hal ini 

menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel Sosialisasi 

Perpajakan maka akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak 

bumi dan bangunan sebesar 0.454. Koefisien bernilai positif 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,059 2,908  2,084 ,040   

Sanksi_Pajak ,399 ,133 ,274 3,004 ,003 ,831 1,204 

Sosialisasi_Per

pajakan 

,454 ,093 ,468 4,869 ,000 ,748 1,336 

Pendapatan_W

ajibPajak 

-,200 ,132 -,140 -1,517 ,132 ,809 1,237 

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP 



58 
 

 
 

menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel Sosialisasi 

Perpajakan terhadap nilai Kepatuhan Wajib Pajak. 

d. Koefisien variabel Pendapatan Wajib Pajak (X3) sebesar -0.200 hal ini 

menunjukkan dengan meningkatnya variabel Pendapatan Wajib Pajak 

maka akan mengurangi nilai kepatuhan wajib pajak bumi dan 

bangunan sebesar 0.200. Koefisien bernilai negatif menunjukkan 

variabel Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk memaastikan apakah sebaran data yang 

terkumpul berdistribusi teratur atau tidak maka digunakan uji normalitas. Data 

residual harus normal atau mendekati normal dalam model regresi yang sesuai. 

Jika normalitas terpenuhi, kuessioner dianggap sah. Tes Kolmogorov-Smirnov 

adalah instrumen analisis yang digunakan dalam tes ini apabila signifikannya 

lebih dari 0.05. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 4.13 

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas 

    Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,67395511 

Most Extreme Differences Absolute ,062 

Positive ,046 

Negative -,062 

Test Statistic ,062 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat signifikansi variaabel 

sebesar 0.200 yang mana lebih besar dari 0.05. sehingga dapat disimpulkan bahwa 

residual berdistribusi normal. 

 
 

Gambar 4.1 Uji Normalitas 

Pada grafik P-Plot dapat dikatakan berdistribusi normal apabila data titik 

menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Jika data tidak 

berdistribusi normal maka data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti 

garis diagonal.  

b. Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk melihat apakah model regresi 

membentuk hubungan antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variaebl bebas (independen). 

Uji multikoliinearitas dapat dilihat dari Tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF. Multikolinearitas dapat dikenali dengan nilai cut off tolerance > 0.1 atau 

nilai VIF kurang dari 10, maka terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. 

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023 

 Hasil uji multikolinearitas antar variabel independen pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa pada nilai TIFlebih dari 0,10 dan nilai VIF< 10, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X1), variaabel 

Sosialisasi Perpajakan (X2) Dan variabel Pendapatan Wajib Pajak (X3) tidak 

terjadi masalah multikolinearitas.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah terdapat perbedaan varian antara 

residual satu pengamatan dan residual lainnya dalam model regresi. Uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Scatter-Plot. Dapat 

dilihat pada gambar 4.2 di bawah, terlihat titik menyebar secara acak tidak 

membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun 

dibawah angka nol (0) pada sumbu Y. Hal  ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. Bentuk grafik Scatter-Plot adalah sebagai 

berikut. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficient

s 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,05

9 

2,908 
 

2,084 ,040 
  

Sanksi_Pajak ,399 ,133 ,274 3,004 ,003 ,831 1,204 

Sosialisasi_Perpajakan ,454 ,093 ,468 4,869 ,000 ,748 1,336 

Pendapatan_WajibPaj

ak 

-,200 ,132 -,140 -1,517 ,132 ,809 1,237 

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP 
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Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dari gambar diatas dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak 

beraaturan atau membentuk pola tertentu. Hasil uji heteroskedastisitas ini 

menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.  

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah setiap variabel 

independen yang diturunkan dari persamaan regresi mempunyai pengaruh parsial 

terhadap variabel bebas. Uji t dapat dilihat dari nilai thitung> tabel. Jika H0 ditolak 

artinya berpengaruh positif antar variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,059 2,908  2,084 ,040 

Sanksi_Pajak ,399 ,133 ,274 3,004 ,003 

Sosialisasi_Perpajakan ,454 ,093 ,468 4,869 ,000 

Pendapatan_WajibPaja

k 

-,200 ,132 -,140 -1,517 ,132 

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP 

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023 
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 Dari hasil penelitian ini variabel independen yang terdiri dari: 

1) Sanksi Pajak (X1) 

Nilai signifikan 0.003 (Sig 0.003 < 0.05) atau thitung> ttabel (3.004 > 1.984). 

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.  

2) Sosialisasi Perpajakan (X2) 

Nilai signifikan 0.000 (Sig 0.000 < 0.05) atau  thitung> ttabel (4.869 > 1.984). 

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh  

secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 

3) Pendapatan Wajib Pajak (X3) 

Nilai signifikan 0.132 (Sig 0.132 > 0.05) dan thitung> ttabel (-1.517 < 1.984). 

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Wajib Pajak tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 

b. Uji F  

Uji f bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yang dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik f 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 359,146 3 119,715 16,236 ,000
b
 

Residual 707,854 96 7,373   

Total 1067,000 99    

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP 

b. Predictors: (Constant), Pendapatan_WajibPajak, Sanksi_Pajak, Sosialisasi_Perpajakan 

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023 
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Berdasarkan hasil uji f diatas nilai signifikan 0.000 (Sig 0.000 < 0.05) Fhitung 

> Ftabel (16.236 > 2.699). Dengan demikian Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan 

dan Pendapatan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  

c. Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinan (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Koefesien Determinan (R
2
) 

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa R Square bernilai 0.316 dan hal ini 

menyatakan bahwa variabel Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan 

Wajib Pajak sebesar 31,6% untuk mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak 

sisa 68,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan oleh penulis.  

 

5. Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

Uji Moderated Regression Analysis (MRA) bertujuan untuk mengetahui 

apakah variabel pemoderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil uji MRA dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,580
a
 ,337 ,316 2,715 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan_WajibPajak, Sanksi_Pajak, Sosialisasi_Perpajakan 
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Tabel 4.18 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023 

a. Diketahui nilai signifikan variabel interaksi antar Sanksi Pajak dengan 

Pengetahuan Perpajakan sebesar 0.945 > 0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan tidak mampu memoderasi 

pengaruh sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.  

b. Diketahui nilai signifikan variabel interaksi antar Sosialisasi 

Perpajakan dengan Pengetahuan Perpajakan sebesar 0.390 > 0.05  

maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan 

tidak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap 

variabel kepatuhan wajib pajak. 

c. Diketahui nilai signifikan variabel Pendapatan Wajib Pajak  sebesar 

0.417 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan 

Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Wajib 

Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,188 3,579  1,729 ,087 

Sanksi_Pajak ,424 ,656 ,291 ,646 ,520 

Sosialisasi_Perpajakan -,023 ,574 -,024 -,040 ,968 

Pendapatan_WajibPaja

k 

,274 ,637 ,192 ,430 ,668 

Moderasi_X1 -,002 ,035 -,066 -,070 ,945 

Moderasi_X2 ,026 ,031 ,846 ,864 ,390 

Moderasi_X3 -,026 ,035 -,589 -,724 ,471 

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP 
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4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh sanksi pajak, 

sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar 

pajak bumi dan bangunan dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel 

moderatig yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 

baik secara parsial maupun simultan. Berikut ini adalah pembahasan masing-

masing variabel. 

a. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak (X1) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan 

(Y). Terlihat dari nilai signifikansi 0.003 (Sig 0.003 < 0.05) atau thitung> ttabel 

(3.004 > 1.984). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima, artinya 

sanksi pajak yang dibuat pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan membayar 

pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.  

Sanksi adalah jenis hukuman yang diberikan kepada siapa saja yang 

melanggar hukum, salah satu sanksi dapat diterapkan terhadap orang pribadi atau 

badan yang terdaftar sebagai wajib pajak melalui prosedur hukum. Pihak yang 

melanggar hukum dapat dikenakan sanksi baik secara langsung maupun tidak 

langsung (Arfamaini & Susanto, 2021). 

Dalam teori Theory of planned Behavior (TPB), dijelaskan terdapat faktor 

kontrol perilaku atau control belief yang dapat mempengaruhi niat seseorang 

untuk berperilaku. Kontrol ini berkaitan dengan sanksi pajak yang dibuat untuk 

mendisiplinkan wajib pajak agar mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. 
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Dengan adanya sanksi pajak tentunya akan memberikan dorongan bagi wajib 

pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan karena 

apabila melakukan pelanggaran justru akan merugikan dirinya sendiri karena akan 

mendapatkan sanksi, sehingga hal ini juga berpengaruh untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak (Ajzen & Fishbein,1980).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Ruansyah, 2017) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan. Adanya pengaruh sanksi pajak 

terhadap kepatuhan membayar pajak dikarenakan sanksi pajak dipandang sebagai 

kekuatan yang dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak. hal ini 

menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini akan mematuhi kewajiban 

perpajakan nya dikarenakan adanya sanksi pajak yang akan diberikan jika wajib 

pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. 

b. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan (X2) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan 

bangunan (Y). Terlihat dari nilai signifikan 0.000 (Sig 0.000 < 0.05) atau  thitung> 

ttabel (4.869 > 1.984).  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alam, 2014) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Sosialisasi Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Gede & Ketut, 2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh 

positif dan siginifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. 
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Sosialisasi pajak mempunyai pengaruh positif bagi peningkatan kepatuhan wajib 

pajak karena dengan adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak dapat memahami 

hak dan kewajiban nya yang akan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan 

kepatuhan membayar pajak. kesimpulannya, semakin tinggi sosialisasi perpajakan 

maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak karena semakin sering sosialisasi 

perpajakan diadakan akan meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam 

pengetahuan perpajakan serta memahami peraturan perpajakan sehingga 

menimbulkan kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak yang membuat wajib 

pajak secara sukarela menjalankan kewajiban pajaknya. Tetapi tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khoiroh, 2017) yang  menyatakan bahwa 

Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak dikarenakan rendahnya frekuensi dan salahnya sasaran sosialisasi yang 

dilakukan. Sosialisasi pajak diadakan pada instansi besar seperti kantor pemkot 

atau di balai kota yang bersifat perwakilan dari wajib pajak sedangkan di daerah 

desa jarang di adakan sosialisasi pajak.  

c. Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak (X3) 

tidak adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak 

bumi dan bangunan (Y). Dengan nilai signifikan 0.132 (Sig 0.132 > 0.05) dan 

thitung> ttabel (-1.517 < 1.984).  

Pendapatan atau penghasilan dapat diartikan dengan sejumlah uang yang 

diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu baik dari pekerjaan utama 
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maupun sampingan. Pendapatan dapat dijadikan salah satu faktor wajib pajak 

tidak patuh dalam membayar pajak. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2018) 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan 

Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan oleh faktor-

faktor lain diluar faktor yang digunakan dalam penelitian ini. Pada saat penelitian 

lapangan Wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak hanya akan 

mnguntungkan pejabat negara arena banyak kasus korupsi yang berhubungan 

dengan uang pajak yang seharusnya adalah untuk kemakmuran rakyat tetapi 

diselewengkan oleh pejabat negara itu sendiri. Hal ini juga yang menyebabkan 

wajib pajak dengan penghasilan tinggi enggan untuk membayar pajak. Tetapi 

hasil penelitian (Khoiroh,2017) menyatakan pendapatan wajib pajak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. dikarenakan tinggi rendahnya 

pendapatan seseorang akan mempengaruhi orang tersebut untuk mau atau tidak 

membayarkan pajaknya. Saat pendapatan seseorang rendah, maka cenderung akan 

sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, saat penghasilan 

bertambah mereka akan lebih mampu memenuhi kewajban perpajakannya. 

d. Sanksi Pajak, Sosiaalisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib 

Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil uji f nilai signifikan 0.000 (Sig 0.000 < 0.05) Fhitung > Ftabel 

(16.236 > 2.699), dengan demikian Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan 

Pendapatan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap Kepaatuhan Wajib Pajak. Karena sanksi, sosialisasi dan pendapatan akan 

saling melengkapi jika dilakukan dalam waktu yang sama. Dimana, sanksi sebagai 
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hukuman kepada pelanggarnya jika tidak ada sosialisasi yang baik dari 

pemerintah, maka akan sulit masyarakat untuk paham tentang adanya sanksi. Hal 

ini akan mengaakibatkan banyaknya wajib pajak yang melanggar dan terkena 

sanksi karena kurangnya pemahaman mereka. Pendapatan sebagai faktor ekonomi 

yang sangat fundamental, sangat berperan penting dalam mecegah sanksi. Jika 

seseorang memiliki pendapatan yang tinggi, dengan adanya sosialisasi yang baik 

akan peraturan perpajakan dan sanksi yang diberikan jika telat membayar pajak, 

maka mereka yang memiliki penghasilan tinggi/besar akan mau untuk membayar 

pajaknya karena mengingat sanksi administrasi atau dennda yang cukup 

merugikan jika mereka telat membayar pajak. maka, secara simultan variabel 

sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan membaayar pajak bumi dan bangunan. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Alam, 

2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Khoiroh, 2017) 

yang menyatakan Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

e. Pengetahuan Perpajakan  memoderasi Sanksi Pajak, Sosialisasi 

Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil Uji MRA pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai 

signifikan variabel interaksi antara Sanksi Pajak dengan Pengetaahuan Perpajakan 

sebesar 0.945 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan 
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Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak.  

Begitu juga dengan nilai signifikansi variabel Sosialisasi Perpajakan dengan 

variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0.390 > 0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan tidak dapat memoderasi Pengaruh 

Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  

Sama hal nya dengan nilai signifikansi variabel Pendapatan Wajib Pajak 

dengan variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0.417 > 0.05 dapat disimpulkan 

bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan tidak dapat memoderasi Pengaruh 

Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . 

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib pajak 

dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu sola tarif pajak berdasarkan 

undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan 

berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut 

akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat 

kepatuhan akan meningkat.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

positif antara variabel X yang dimoderasi oleh variabel Z terhadap variabel Y. Hal 

ini tidak sejalan dengan penelitian (Utomo,2011) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh postif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian ini kurang mengetahui dan paham tentang peraturan perpajakan hingga 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi 

dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Deli Serdang. 

Semakin tegas penerapan sanksi pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah  kabupaten Deli 

Serdang. Semakin sering pemerintah melukan atau memberikan sosialisasi 

kepada wajib pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah  

Kabupaten Deli Serdang. 

3. Pendapatan Wajib Pajak Tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten 

Deli Serdang. 

4. Sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pendapatan wajib pajak pajak 

secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi 

dan bangunan di kabupaten Deli Serdang. Dimana semakin tinggi nilai 

ketiga variabel independen tersebut, maka semakin tinggi juga tingkat 



72 
 

 
 

kepatuhan wajib pajak bumi  dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah  

Kabupaten Deli Serdangdan berlaku sebaliknya. 

5. Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel moderating tidak mampu 

memoderasi hubungan Sanksi Pajak, sosialisasi perpajakan dan pendapatan 

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi  dan bangunan di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

5.2. Saran  

Berdasarkan penelitian diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai 

berikut: 

1. Bagi pemerintah dan Instansi perpajakan daerah sebagai pembuat kebijakan 

sanksi pajak agar dapat mempertegaskan lagi penerapan sanksi perpajakan 

agar wajib pajak lebih patuh lagi dalam membayar pajak bumi dan 

bangunan. 

2. Bagi pemerintah juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan harus selalu memberikan sosialisasi 

perpajakan kepada masyarakat baik dilakukan secara langsung maupun 

melalui media masa dan elektronik untuk memberikan informasi terbaru 

mengenai pentingnya membayar pajak kepada masyarakat dan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menggunakan variabel 

independen ataupun dependen yang kemungkinan memiliki pengaruh 

hubungan yang lebih baik dan menambahkan variabel independen lainnya 

sehingga penelitian ini tidak hanya berfokus pada tiga variabel saja serta 
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dapat menambahkan jumlah sampel atau responden sehingga hasil 

penelitian dapat lebih baik lagi. 
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Lampiran 2 Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data 

No. Responden 
Sanksi Pajak (X1) 

Total X1 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 

1 4 4 4 4 4 20 

2 4 4 4 4 3 19 

3 3 3 3 3 4 16 

4 4 4 4 4 3 19 

5 4 4 4 4 3 19 

6 4 4 4 4 3 19 

7 4 4 3 3 4 18 

8 4 4 4 4 3 19 

9 4 4 4 4 4 20 

10 5 4 4 5 4 22 

11 4 4 4 4 4 20 

12 4 4 4 4 4 20 

13 4 4 4 4 4 20 

14 4 4 4 3 4 19 

15 5 5 5 5 4 24 

16 5 5 5 5 5 25 

17 4 5 5 5 4 23 

18 4 4 3 3 4 18 

19 4 4 4 4 5 21 

20 4 4 5 5 5 23 

21 4 4 4 4 5 21 

22 4 4 4 4 4 20 

23 4 4 4 4 4 20 

24 4 4 4 4 3 19 

25 4 4 4 4 4 20 

26 5 4 5 5 4 23 

27 4 5 4 5 4 22 

28 4 3 4 3 4 18 

29 3 3 3 4 4 17 

30 5 5 5 4 3 22 

31 4 4 4 4 4 20 

32 5 5 5 5 3 23 

33 4 5 5 5 3 22 

34 5 4 4 5 4 22 

35 4 4 4 4 4 20 

36 5 5 5 5 4 24 

37 5 5 5 5 5 25 

38 5 5 5 5 4 24 

39 4 4 4 5 4 21 

40 4 4 4 4 5 21 

41 4 4 4 4 5 21 

42 5 5 5 5 4 24 

43 5 5 4 5 5 24 

44 4 3 4 4 2 17 

45 4 4 4 4 4 20 

46 5 5 5 5 5 25 

47 5 5 5 5 5 25 

48 3 3 4 4 5 19 

49 5 4 4 4 5 22 

50 5 4 5 5 5 24 

51 4 4 4 4 4 20 
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52 5 5 5 4 5 24 

53 3 3 3 3 4 16 

54 5 5 5 5 4 24 

55 5 5 5 5 5 25 

56 4 4 4 4 5 21 

57 5 4 4 5 5 23 

58 5 5 5 5 4 24 

59 5 4 5 4 5 23 

60 5 5 5 4 5 24 

61 5 5 4 4 4 22 

62 4 4 5 5 4 22 

63 4 4 4 5 4 21 

64 4 4 3 3 4 18 

65 5 5 5 5 5 25 

66 4 4 5 5 4 22 

67 5 4 5 3 4 21 

68 4 4 4 4 4 20 

69 4 4 4 3 4 19 

70 5 4 5 3 3 20 

71 4 4 5 3 3 19 

72 5 5 5 3 4 22 

73 5 5 4 4 4 22 

74 5 5 4 4 4 22 

75 5 5 5 5 4 24 

76 5 5 4 5 5 24 

77 5 4 4 4 3 20 

78 4 4 4 5 5 22 

79 5 4 4 4 3 20 

80 5 4 4 3 4 20 

81 5 4 4 3 4 20 

82 4 4 4 4 4 20 

83 4 5 5 4 4 22 

84 5 4 4 3 4 20 

85 5 4 4 3 4 20 

86 4 4 4 4 3 19 

87 5 5 5 4 4 23 

88 5 5 5 4 4 23 

89 3 4 4 5 3 19 

90 4 4 5 3 4 20 

91 4 4 4 3 3 18 

92 5 5 5 5 4 24 

93 4 4 4 4 4 20 

94 3 4 3 4 2 16 

95 4 4 4 4 4 20 

96 4 3 4 4 3 18 

97 4 4 4 4 4 20 

98 4 4 4 3 3 18 

99 4 5 5 4 3 21 

100 5 4 5 3 4 21 
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No. Responden 
Sosialisasi Perpajakan (X2) 

Total X2 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 

1 3 4 3 4 4 18 

2 3 3 3 3 3 15 

3 2 2 3 4 4 15 

4 3 3 3 4 4 17 

5 2 4 3 3 4 16 

6 2 3 3 3 3 14 

7 2 4 4 4 4 18 

8 2 4 3 3 3 15 

9 2 4 3 3 3 15 

10 2 3 3 3 3 14 

11 2 2 3 3 3 13 

12 2 2 4 4 4 16 

13 2 2 2 4 4 14 

14 1 1 1 4 3 10 

15 4 4 4 4 4 20 

16 5 5 5 5 5 25 

17 2 5 5 5 5 22 

18 3 4 4 4 5 20 

19 4 5 5 5 5 24 

20 4 4 4 5 5 22 

21 5 5 4 4 4 22 

22 4 4 4 4 4 20 

23 2 4 3 3 3 15 

24 2 2 3 3 3 13 

25 3 4 4 4 4 19 

26 2 4 4 4 5 19 

27 3 4 4 4 4 19 

28 3 4 4 4 4 19 

29 2 3 3 3 3 14 

30 2 3 3 3 3 14 

31 2 3 3 3 3 14 

32 2 3 3 3 3 14 

33 4 4 5 5 5 23 

34 2 3 3 3 3 14 

35 2 3 3 3 3 14 

36 4 4 4 5 5 22 

37 5 5 5 5 5 25 

38 3 4 4 4 4 19 

39 3 4 4 4 3 18 

40 4 5 5 5 5 24 

41 2 3 3 3 3 14 

42 2 3 3 3 3 14 

43 2 4 4 4 4 18 

44 1 1 3 2 3 10 

45 3 2 2 4 4 15 

46 4 5 5 5 5 24 

47 3 4 4 4 4 19 

48 2 4 3 4 4 17 

49 3 5 5 5 5 23 

50 3 4 4 4 4 19 

51 2 3 3 3 3 14 

52 2 3 4 4 3 16 
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53 2 3 3 3 3 14 

54 2 3 4 4 4 17 

55 2 3 3 3 3 14 

56 2 3 4 4 4 17 

57 2 3 4 4 4 17 

58 2 4 3 3 3 15 

59 2 4 4 4 4 18 

60 2 3 3 4 4 16 

61 2 3 3 3 3 14 

62 2 4 3 3 4 16 

63 3 4 4 3 3 17 

64 2 3 3 3 3 14 

65 3 4 3 3 3 16 

66 5 5 4 4 4 22 

67 3 4 4 5 5 21 

68 4 3 3 3 3 16 

69 4 4 4 4 4 20 

70 2 3 3 3 3 14 

71 2 3 3 3 3 14 

72 3 4 4 4 4 19 

73 2 3 3 3 3 14 

74 2 3 4 4 4 17 

75 3 4 4 4 4 19 

76 2 3 3 3 3 14 

77 2 3 3 3 3 14 

78 3 5 4 4 4 20 

79 2 4 4 3 3 16 

80 2 3 4 4 3 16 

81 2 3 4 4 4 17 

82 3 4 4 4 4 19 

83 3 4 5 5 5 22 

84 4 4 3 3 3 17 

85 3 4 4 4 4 19 

86 3 4 4 3 3 17 

87 3 4 4 4 4 19 

88 3 4 4 4 4 19 

89 3 4 4 4 4 19 

90 2 4 4 4 4 18 

91 2 3 4 4 4 17 

92 2 2 2 3 3 12 

93 2 2 2 4 4 14 

94 2 2 4 4 3 15 

95 2 4 4 4 3 17 

96 2 2 3 3 2 12 

97 2 2 2 4 2 12 

98 2 1 2 2 2 9 

99 3 4 4 4 4 19 

100 3 4 4 4 4 19 
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No. Responden 
Pendapatan Wajib Pajak (X3) 

Total X3 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

1 4 4 4 4 3 19 

2 2 3 4 4 4 17 

3 4 3 4 4 3 18 

4 2 3 2 4 3 14 

5 4 3 4 4 3 18 

6 2 3 4 4 4 17 

7 2 3 4 4 4 17 

8 2 3 4 4 2 15 

9 3 3 4 4 3 17 

10 2 3 4 4 2 15 

11 2 3 3 4 2 14 

12 2 4 2 4 4 16 

13 4 4 4 4 4 20 

14 4 4 4 4 2 18 

15 2 4 4 4 4 18 

16 2 5 4 5 4 20 

17 4 4 4 4 3 19 

18 2 4 4 4 5 19 

19 4 5 5 5 3 22 

20 2 4 3 5 5 19 

21 2 5 3 2 4 16 

22 2 4 4 4 2 16 

23 4 4 4 4 2 18 

24 2 3 4 4 2 15 

25 2 4 3 4 4 17 

26 2 4 4 4 4 18 

27 3 4 4 4 2 17 

28 3 4 4 4 4 19 

29 2 4 4 4 2 16 

30 4 4 4 4 2 18 

31 3 3 3 3 5 17 

32 2 4 4 4 2 16 

33 2 4 4 4 5 19 

34 3 4 3 3 2 15 

35 2 4 4 4 3 17 

36 1 4 3 4 5 17 

37 2 4 3 4 5 18 

38 2 4 3 4 5 18 

39 2 4 4 4 5 19 

40 2 3 3 4 5 17 

41 4 3 5 4 3 19 

42 4 3 4 3 4 18 

43 2 4 4 4 2 16 

44 1 2 1 1 2 7 

45 2 3 3 4 3 15 

46 2 3 3 3 5 16 

47 4 3 4 4 5 20 

48 4 3 5 5 2 19 

49 2 3 5 5 5 20 

50 2 3 5 5 3 18 

51 4 2 4 4 2 16 

52 4 3 5 5 3 20 

53 4 3 5 5 3 20 
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54 4 3 4 5 2 18 

55 2 3 5 5 2 17 

56 4 3 4 4 3 18 

57 4 4 5 5 2 20 

58 4 3 4 4 2 17 

59 2 2 4 4 3 15 

60 2 3 4 4 2 15 

61 4 2 4 4 2 16 

62 4 2 5 5 3 19 

63 2 4 3 4 2 15 

64 2 4 3 4 3 16 

65 4 5 5 5 3 22 

66 2 4 3 4 4 17 

67 2 3 5 4 3 17 

68 2 3 3 4 4 16 

69 2 4 3 4 2 15 

70 2 3 5 4 3 17 

71 3 3 5 4 2 17 

72 2 3 5 4 2 16 

73 3 3 4 4 2 16 

74 3 3 4 4 2 16 

75 4 4 5 4 2 19 

76 3 3 5 4 2 17 

77 3 3 4 5 3 18 

78 2 3 3 3 2 13 

79 4 4 4 4 2 18 

80 3 4 5 5 3 20 

81 4 5 4 4 4 21 

82 3 4 5 5 3 20 

83 2 3 5 4 5 19 

84 2 5 3 5 3 18 

85 2 5 4 5 3 19 

86 2 3 5 5 3 18 

87 2 4 4 4 4 18 

88 3 4 5 5 3 20 

89 3 4 5 5 3 20 

90 2 5 4 5 3 19 

91 2 3 4 4 2 15 

92 2 4 4 4 4 18 

93 2 3 4 4 2 15 

94 1 2 4 4 2 13 

95 4 4 4 4 4 20 

96 2 4 3 2 1 12 

97 2 3 4 4 2 15 

98 1 4 4 1 1 11 

99 3 4 5 4 2 18 

100 3 4 5 5 3 20 
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No. Responden 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Total Y 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 

1 3 3 4 4 4 18 

2 4 4 4 4 4 20 

3 2 3 3 3 4 15 

4 2 3 3 3 4 15 

5 2 3 3 3 4 15 

6 4 4 4 4 4 20 

7 2 3 3 3 4 15 

8 2 3 4 4 4 17 

9 3 3 3 3 3 15 

10 4 4 4 4 4 20 

11 4 4 4 4 4 20 

12 4 4 4 4 4 20 

13 4 4 2 4 4 18 

14 2 4 4 4 4 18 

15 4 4 5 5 5 23 

16 5 5 5 4 5 24 

17 4 4 5 5 5 23 

18 4 4 5 5 5 23 

19 4 4 4 4 4 20 

20 5 5 4 4 5 23 

21 5 5 5 5 4 24 

22 4 4 4 4 4 20 

23 4 4 4 3 3 18 

24 4 4 4 4 4 20 

25 4 4 4 4 4 20 

26 4 5 5 5 5 24 

27 4 4 3 3 4 18 

28 3 4 4 4 4 19 

29 4 3 3 3 4 17 

30 2 3 4 3 4 16 

31 2 3 3 3 3 14 

32 2 3 3 3 3 14 

33 5 5 5 4 5 24 

34 4 3 3 3 4 17 

35 4 4 4 4 4 20 

36 5 5 5 5 5 25 

37 5 5 5 5 5 25 

38 5 5 5 4 4 23 

39 5 5 5 4 5 24 

40 4 3 4 3 4 18 

41 2 3 2 3 5 15 

42 3 3 3 4 4 17 

43 5 5 5 5 5 25 

44 4 3 2 3 4 16 

45 4 4 4 3 3 18 

46 5 4 5 4 5 23 

47 4 4 4 5 5 22 

48 2 3 2 4 3 14 

49 4 3 4 3 5 19 

50 5 5 4 4 5 23 

51 2 3 2 3 4 14 

52 4 3 4 3 4 18 

53 2 4 2 4 4 16 
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54 2 4 2 3 3 14 

55 2 3 2 3 3 13 

56 2 4 4 4 4 18 

57 4 4 5 5 4 22 

58 2 3 3 3 4 15 

59 4 4 4 4 5 21 

60 4 4 4 5 5 22 

61 2 4 4 4 3 17 

62 4 4 4 5 5 22 

63 4 4 5 5 5 23 

64 4 4 4 3 3 18 

65 4 4 4 4 4 20 

66 5 5 5 5 5 25 

67 2 3 2 4 5 16 

68 4 4 4 4 4 20 

69 4 4 4 4 4 20 

70 2 4 2 4 4 16 

71 2 3 2 4 4 15 

72 2 3 2 3 4 14 

73 2 3 2 4 4 15 

74 4 3 4 4 4 19 

75 4 4 4 4 4 20 

76 2 3 2 3 5 15 

77 2 3 2 3 3 13 

78 4 4 4 4 5 21 

79 4 4 4 4 4 20 

80 2 3 2 4 3 14 

81 3 4 2 4 4 17 

82 4 3 4 4 5 20 

83 3 5 4 5 5 22 

84 4 4 4 3 3 18 

85 2 3 2 3 5 15 

86 2 3 2 4 4 15 

87 4 4 3 4 4 19 

88 3 4 3 4 4 18 

89 2 4 2 4 4 16 

90 4 4 4 4 4 20 

91 2 3 2 4 4 15 

92 5 5 5 5 4 24 

93 2 4 3 4 4 17 

94 2 2 4 3 4 15 

95 4 4 4 4 4 20 

96 4 4 3 3 4 18 

97 2 4 2 3 4 15 

98 4 4 3 3 5 19 

99 3 4 4 4 3 18 

100 3 4 4 4 4 19 
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No. Responden 
Pengetahuan Perpajakan (Z) 

Total Z 
Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 

1 4 4 4 3 3 18 

2 4 4 4 3 3 18 

3 3 3 3 3 3 15 

4 3 3 3 4 3 16 

5 3 3 3 2 3 14 

6 4 4 4 3 3 18 

7 3 4 4 3 4 18 

8 3 3 3 3 3 15 

9 3 3 3 3 4 16 

10 3 3 4 3 3 16 

11 3 3 3 3 3 15 

12 4 4 4 3 4 19 

13 2 2 3 2 4 13 

14 2 3 3 2 2 12 

15 4 4 4 5 5 22 

16 5 4 5 5 5 24 

17 4 5 5 4 4 22 

18 3 3 4 4 4 18 

19 3 3 3 3 4 16 

20 4 4 5 5 5 23 

21 4 5 5 3 4 21 

22 3 3 3 3 3 15 

23 3 3 3 2 3 14 

24 4 4 3 3 3 17 

25 4 4 4 3 3 18 

26 4 4 4 3 4 19 

27 4 4 4 3 4 19 

28 3 3 4 3 3 16 

29 3 3 4 3 4 17 

30 4 4 4 4 4 20 

31 3 3 3 3 2 14 

32 3 3 4 2 3 15 

33 3 3 3 3 3 15 

34 4 4 4 3 4 19 

35 3 4 4 3 4 18 

36 5 5 5 5 5 25 

37 5 5 5 5 5 25 

38 5 5 5 4 4 23 

39 4 3 4 3 4 18 

40 4 4 5 3 5 21 

41 3 4 4 3 4 18 

42 3 4 4 3 4 18 

43 4 4 4 2 3 17 

44 2 3 2 2 2 11 

45 4 4 4 3 3 18 

46 4 5 5 3 5 22 

47 4 5 5 4 5 23 

48 3 4 4 3 5 19 

49 4 5 5 3 5 22 

50 4 4 5 3 5 21 

51 3 4 4 3 4 18 

52 4 3 3 2 4 16 

53 4 4 4 3 4 19 
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54 3 4 4 3 4 18 

55 3 4 4 3 4 18 

56 4 4 4 3 4 19 

57 4 3 4 3 3 17 

58 4 4 4 3 4 19 

59 3 3 4 3 4 17 

60 3 4 4 3 4 18 

61 2 3 3 2 3 13 

62 3 4 4 3 4 18 

63 3 4 4 3 4 18 

64 3 3 4 2 4 16 

65 3 3 3 3 3 15 

66 4 4 4 4 4 20 

67 4 5 5 3 4 21 

68 4 4 4 3 4 19 

69 4 4 4 2 4 18 

70 4 5 5 3 5 22 

71 4 4 4 3 4 19 

72 4 4 5 3 5 21 

73 3 4 4 3 4 18 

74 3 4 4 3 4 18 

75 3 4 4 3 4 18 

76 3 4 4 3 5 19 

77 3 4 4 3 4 18 

78 4 5 5 4 5 23 

79 4 4 4 4 4 20 

80 4 4 4 3 4 19 

81 3 4 4 5 4 20 

82 5 5 5 4 5 24 

83 4 5 5 5 5 24 

84 3 4 4 3 4 18 

85 4 5 5 4 5 23 

86 4 5 5 4 5 23 

87 5 5 5 4 5 24 

88 3 4 4 3 4 18 

89 4 4 4 3 4 19 

90 4 5 5 4 4 22 

91 3 4 4 3 4 18 

92 4 4 4 3 3 18 

93 4 4 4 2 3 17 

94 4 4 5 2 2 17 

95 4 4 4 3 3 18 

96 2 4 4 2 3 15 

97 2 2 3 2 3 12 

98 3 3 3 2 2 13 

99 4 5 5 3 5 22 

100 4 5 5 4 5 23 
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Lampiran 3 Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Sanksi_Pajak 100 16 25 21,00 2,252 

Sosialisasi_Perpajakan 100 9 25 17,00 3,387 

Pendapatan_WajibPajak 100 7 22 17,28 2,301 

Kepatuhan_WP 100 13 25 18,70 3,283 

Pengetahuan_Perpajakan 100 11 25 18,46 3,070 

Valid N (listwise) 100     

 

Lampiran 4 Uji Validitas 

Pertanyaan (X1) r Hitung r Tabel Keterangan  

Pertanyaan 1 0.746 0.196 Valid  

Pertanyaan 2 0.802 0.196 Valid  

Pertanyaan 3 0.766 0.196 Valid  

Pertanyaan 4 0.697 0.196 Valid  

Pertanyaan 5 0.568 0.196 Valid  

Pertanyaan (X2) r Hitung  r Tabel  Keterangan  

Pertanyaan 1 0.793 0.196 Valid  

Pertanyaan 2 0.853 0.196 Valid  

Pertanyaan 3 0.868 0.196 Valid  

Pertanyaan 4 0.834 0.196 Valid  

Pertanyaan 5 0.860 0.196 Valid  

Pertanyaan (X3) r Hitung r Tabel  Keterangan  

Pertanyaan 1 0.563 0.196 Valid  

Pertanyaan 2 0.427 0.196 Valid  

Pertanyaan 3 0.591 0.196 Valid  

Pertanyaan 4 0.710 0.196 Valid  

Pertanyaan 5 0.445 0.196 Valid  

Pertanyaan (Y) r Hitung r Tabel Keterangan  

Pertaanyaan 1 0.873 0.196 Valid  

Pertanyaan 2 0.818 0.196 Valid  

Pertanyaan 3 0.867 0.196 Valid  

Pertanyaan 4 0.746 0.196 Valid  

Pertanyaan 5 0.611 0.196 Valid  

Pertanyaan (Z) r Hitung r Tabel Keterangan  

Pertaanyaan 1 0.797 0.196 Valid  
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Pertanyaan 2 0.874 0.196 Valid  

Pertanyaan 3 0.895 0.196 Valid  

Pertanyaan 4 0.766 0.196 Valid  

Pertanyaan 5 0.824 0.196 Valid  

 

Lampiran 5 Uji Realibilitas 

Variabel  Cronbach’s 

Alpha 

N of Items 

Sanksi Pajak (X1) 0.748 5 

Sosialisasi Perpajakan (X2) 0.893 5 

Pendapatan Wajib Pajak (X3) 0.373 5 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.839 5 

Pengetahuan Perpajakan (Z) 0.886 5 

 

Lampiran 6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,059 2,908  2,084 ,040   

Sanksi_Pajak ,399 ,133 ,274 3,004 ,003 ,831 1,204 

Sosialisasi_Per

pajakan 

,454 ,093 ,468 4,869 ,000 ,748 1,336 

Pendapatan_W

ajibPajak 

-,200 ,132 -,140 -1,517 ,132 ,809 1,237 

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP 
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Lampiran 7 Uji Normalitas 

 

Lampiran 8 Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,67395511 

Most Extreme Differences Absolute ,062 

Positive ,046 

Negative -,062 

Test Statistic ,062 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,05

9 

2,908 
 

2,084 ,040 
  

Sanksi_Pajak ,399 ,133 ,274 3,004 ,003 ,831 1,204 

Sosialisasi_Perpajakan ,454 ,093 ,468 4,869 ,000 ,748 1,336 

Pendapatan_WajibPaj

ak 

-,200 ,132 -,140 -1,517 ,132 ,809 1,237 

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP 
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Lampiran 9 Uji Statistik t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,059 2,908  2,084 ,040 

Sanksi_Pajak ,399 ,133 ,274 3,004 ,003 

Sosialisasi_Perpajakan ,454 ,093 ,468 4,869 ,000 

Pendapatan_WajibPaja

k 

-,200 ,132 -,140 -1,517 ,132 

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP 

 

Lampiran 10 Uji Statistik f 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 359,146 3 119,715 16,236 ,000
b
 

Residual 707,854 96 7,373   

Total 1067,000 99    

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP 

b. Predictors: (Constant), Pendapatan_WajibPajak, Sanksi_Pajak, Sosialisasi_Perpajakan 

 

Lampiran 11 Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,580
a
 ,337 ,316 2,715 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan_WajibPajak, Sanksi_Pajak, Sosialisasi_Perpajakan 
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Lampiran 12 Gambar Uji Normalitas 

 

Lampiran 13 Gambar Diagram ScatterPlot 
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Lampiran 14 Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,188 3,579  1,729 ,087 

Sanksi_Pajak ,424 ,656 ,291 ,646 ,520 

Sosialisasi_Perpajakan -,023 ,574 -,024 -,040 ,968 

Pendapatan_WajibPaja

k 

,274 ,637 ,192 ,430 ,668 

Moderasi_X1 -,002 ,035 -,066 -,070 ,945 

Moderasi_X2 ,026 ,031 ,846 ,864 ,390 

Moderasi_X3 -,026 ,035 -,589 -,724 ,471 

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP 
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Lampiran 15 Permohonan Pengajuan Judul 
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Lampiran 16 Persetujuan Judul Penelitian 
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Lampiran 17 Permohonan Izin Penelitian 
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Lampiran 18 Surat Izin Riset 
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Lampiran 19 Surat Penetapan Dosen Pembimbing  
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Lampiran 20 Surat Balasan Izin Riset 
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Lampiran 21 Berita Acara Bimbingan Proposal 

 

 

 

 



104 
 

 
 

Lampiran 22 Berita Acara Seminar Proposal 
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Lampiran 23 Pengesahan Proposal 
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Lampiran 24 Data Realisasi dan Target PenerimaanPajakBumi dan 

Bangunan 
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Lampiran 25 Berita Acara Bimbingan Skripsi 
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Lampiran 26 Permohonan Ujian Skripsi 
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Lampiran 27 Surat Pernyataan 
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Lampiran 28 Surat Izin Selesai Riset 
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Lampiran 29 Surat Balasan Selesai Riset 
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Lampiran 30 Surat Keterangan Perpustakaan 
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Lampiran 31 Daftar Riwayat Hidup 

 


